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Abstrak 
Latar belakang: Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Minahasa 
menghadapi persoalan hukum dan tata kelola terkait perlindungan hak masyarakat 
adat, pelestarian nilai budaya, serta keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan 
destinasi. Metode: Penelitian hukum ini bertujuan mendeskripsikan pembangunan 
pariwisata daerah berkelanjutan berbasis masyarakat adat dengan menggunakan 
pendekatan tema pemberdayaan kelembagaan masyarakat (institutional empowerment) 
yang partisipatif dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek dalam 
perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan pariwisata. Hasil: konsep 
pembangunan yang relevan bertumpu pada lima aspek utama, yaitu penguatan 
kelembagaan masyarakat adat, pelestarian budaya dan lingkungan, peningkatan 
kapasitas masyarakat, pengembangan usaha ekonomi lokal, serta distribusi manfaat 
pariwisata secara adil. Implikasi: Pemerintah daerah perlu membangun tata kelola 
kolaboratif, memperkuat kapasitas kelembagaan adat, menjamin perlindungan hak 
masyarakat adat, dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan 
pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa menghilangkan identitas 
budaya dan kelestarian sumber daya alam. 
Kata kunci: pariwisata berkelanjutan; masyarakat adat; pembangunan masyarakat; 
kearifan lokal; Kabupaten Minahasa. 
 
Abstract 
Background: Sustainable tourism development in Minahasa Regency faces legal and 
governance challenges concerning the protection of Indigenous Peoples’ rights, 
cultural preservation, and environmental sustainability in destination development. 
Methods: This study aims to formulate a sustainable tourism development concept 
based on Indigenous Peoples using a human development research approach through 
participatory methods that position Indigenous Peoples as active subjects in tourism 
planning, management, utilization, and monitoring. Results: the relevant 
development concept rests on five key dimensions: strengthening Indigenous 
Peoples’ institutions, preserving culture and the environment, enhancing community 
capacity, developing local economic enterprises, and ensuring equitable distribution 
of tourism benefits. Implications: Local governments should establish collaborative 
governance, strengthen Indigenous institutional capacity, ensure the protection of 
Indigenous Peoples’ rights, and integrate sustainability principles into tourism 
policies to improve community welfare without undermining cultural identity and 
the conservation of natural resources. 
Keywords: sustainable tourism; Indigenous Peoples; human development research; 
community development; local wisdom; Minahasa Regency. 
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Pendahuluan  

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki 
keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, 
pelestarian budaya, serta pemanfaatan sumber daya alam (Rahayuningsih and 
Nuryani 2024; Sulistiyo et al. 2023). Dalam perkembangannya, pembangunan 
pariwisata tidak lagi hanya diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan 
wisatawan, tetapi juga pada bagaimana kegiatan pariwisata memberikan manfaat 
ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan 
dan kebudayaan (Alie, Pratama, and Andhika 2023; Azka and Fidiyani 2025). 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan 
bahwa pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara sistematis, 
terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan 
perlindungan terhadap nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, 
kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat (Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009).  

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan pada dasarnya menempatkan 
keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan sebagai 
landasan utama. Artinya, pengembangan destinasi wisata tidak semata-mata 
mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan atau peningkatan pendapatan daerah, 
tetapi harus memastikan bahwa sumber daya pariwisata tetap tersedia dan dapat 
dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Dalam konteks masyarakat lokal, 
keberlanjutan juga berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memperoleh ruang 
untuk terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan 
destinasi, serta memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata (Sukmana 
2023). Pendekatan tersebut menjadi semakin penting pada wilayah yang memiliki 
kekayaan budaya dan sistem sosial masyarakat yang kuat. 

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi 
Utara yang memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup besar. Potensi 
tersebut meliputi kawasan danau, pegunungan, kawasan pesisir, pertanian, lanskap 
perdesaan, situs budaya, tradisi masyarakat, serta berbagai bentuk kearifan lokal. 
Publikasi Kabupaten Minahasa Dalam Angka 2026 menunjukkan bahwa data mengenai 
kondisi sosial, kependudukan, ekonomi, perdagangan, pertanian, dan berbagai 
sektor pembangunan tersedia hingga tingkat kecamatan. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa Kabupaten Minahasa memiliki basis data kewilayahan yang dapat digunakan 
sebagai salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan pariwisata berbasis 
potensi lokal (BPS Kabupaten Minahasa, 2026). 

Potensi tersebut juga tercermin dalam perkembangan sektor pariwisata 
Kabupaten Minahasa. Berdasarkan data yang dikutip dalam publikasi Profil Investasi 
Kabupaten Minahasa 2026, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten 
Minahasa pada tahun 2024 mencapai 461.925 orang, yang terdiri atas 429.370 
wisatawan domestik dan 32.555 wisatawan mancanegara. Pada tahun 2023, jumlah 
kunjungan tercatat sebanyak 516.797 wisatawan, sehingga terjadi penurunan jumlah 
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kunjungan pada tahun 2024. Pada sisi penyediaan sarana pendukung, tahun 2024 
Kabupaten Minahasa memiliki 14 hotel dengan 500 kamar dan 774 tempat tidur, 
serta 104 unit rumah makan. Selain itu, potensi daya tarik wisata yang tercatat 
meliputi 75 objek wisata alam, 41 objek wisata budaya, dan 47 objek wisata buatan 
(Pemerintah Kabupaten Minahasa, 2026). 

Data tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Minahasa memiliki basis 
daya tarik wisata yang relatif beragam. Namun, tingginya potensi destinasi tidak 
secara otomatis menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata telah berlangsung 
secara berkelanjutan. Penurunan jumlah kunjungan dari 516.797 wisatawan pada 
tahun 2023 menjadi 461.925 wisatawan pada tahun 2024 menunjukkan adanya 
dinamika dalam perkembangan sektor pariwisata daerah. Laporan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa mengidentifikasi sejumlah faktor 
yang berkaitan dengan penurunan kunjungan, antara lain faktor musiman, kondisi 
ekonomi masyarakat, berkurangnya event yang menarik wisatawan, kurangnya 
atraksi pada objek wisata, serta keterbatasan promosi dan pemasaran (Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, 2024). 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata Kabupaten 
Minahasa perlu diarahkan tidak hanya pada aspek promosi dan peningkatan 
kunjungan, tetapi juga pada penguatan kualitas produk wisata, kelembagaan lokal, 
kapasitas masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta pelestarian budaya. Hal ini 
penting karena daya tarik pariwisata Minahasa tidak hanya bersumber dari 
keindahan alam, tetapi juga dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang 
menjadi bagian dari identitas wilayah. 

Persoalan keberlanjutan juga berkaitan dengan kemampuan destinasi dalam 
menjaga sumber daya lingkungan yang menjadi modal utama pariwisata. Meskipun 
penelitian mengenai keberlanjutan ekowisata di wilayah Minahasa Utara, misalnya, 
menunjukkan bahwa dimensi lingkungan, sosial, kelembagaan, serta infrastruktur 
dapat menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan suatu objek wisata, 
aspek ekonomi dan penguatan manfaat bagi masyarakat tetap memerlukan 
perhatian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan wisata 
berkelanjutan perlu dilihat secara multidimensional dan tidak hanya berdasarkan 
kondisi fisik objek wisata (Kamagi et al., 2025).  

Dalam konteks Kabupaten Minahasa, masyarakat adat dan komunitas lokal 
memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya budaya dan 
lingkungan. Nilai-nilai adat, sejarah lokal, tradisi, pengetahuan mengenai 
lingkungan, praktik pertanian, seni, kuliner, serta pola hubungan sosial merupakan 
aset yang dapat menjadi bagian dari produk pariwisata. Namun, pemanfaatan unsur 
budaya tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar kegiatan pariwisata tidak 
menyebabkan komersialisasi berlebihan, kehilangan makna budaya, atau 
marginalisasi masyarakat pemilik kebudayaan. Karena itu, pembangunan pariwisata 
berbasis masyarakat adat perlu menempatkan perlindungan identitas budaya, 
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penghormatan terhadap nilai adat, serta pembagian manfaat yang adil sebagai 
prinsip utama. 

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat juga sejalan dengan prinsip 
pemerataan manfaat pembangunan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
menempatkan pembangunan kepariwisataan sebagai salah satu instrumen untuk 
mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat. Dengan 
demikian, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak cukup diukur melalui 
pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga melalui peningkatan kesempatan 
ekonomi masyarakat lokal, pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif, 
peningkatan kapasitas masyarakat, serta terjaganya lingkungan dan kebudayaan 
setempat. Pasal 19 memberikan hak kepada setiap orang untuk berperan dalam 
pembangunan kepariwisataan dan memberikan hak prioritas kepada masyarakat di 
dalam dan sekitar destinasi untuk menjadi pekerja, melakukan konsinyasi, dan/atau 
terlibat dalam pengelolaan. Norma ini penting karena menempatkan manfaat dan 
partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan pariwisata, bukan sekadar 
efek sampingnya. Dengan demikian, pengembangan destinasi di Minahasa 
seharusnya menghubungkan kebijakan pariwisata dengan penguatan kapasitas, 
kelembagaan, dan akses ekonomi masyarakat (Republik Indonesia, 2009). 

Penelitian community-based tourism di Indonesia menekankan partisipasi (Alie 
et al. 2023; Nurrohmah et al. 2024), keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, 
dan peningkatan pendapatan masyarakat (Hanafi, 2024; Risfandini, 2024). 
penelitian lainnya mengarah pada pemberdayaan yang menunjukkan bahwa 
kapasitas masyarakat, dukungan lokal, kepemimpinan, dan distribusi manfaat 
merupakan mekanisme penting yang menentukan keberlanjutan pariwisata (Wani et 
al., 2024; Santos et al., 2025). Partisipasi masyarakat adat juga telah mendaparkan 
perhatian dengan tekanan pada arti pentingya pengetahuan lokal, tata kelola 
kolaboratif, dan perlindungan lanskap budaya agar pariwisata tidak menjadi proses 
ekstraktif (Santos et al., 2025; Anindhita et al., 2024). 

Kajian mengenai pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di 
Kabupaten Minahasa mutakhir masih menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki 
kekayaan alam dan budaya yang berpotensi dikembangkan sebagai ekowisata 
(Kamagi et al. 2025). Namun, penelitian tersebut juga menemukan beberapa 
tantangan, antara lain kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu diperkuat, 
kelembagaan lokal yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, dan belum 
maksimalnya partisipasi masyarakat. Penelitian lainnya kemudian menekankan 
pentingnya integrasi tiga dimensi keberlanjutan, yaitu sosial, ekonomi, dan 
lingkungan, serta perlunya penguatan kelembagaan lokal dan tata kelola yang 
inklusif (Kairupan, Mantiri, & Mowilos, 2025).  

Semua penelitian tersebut belum mengrintegrasikan temuan tersebut dalam 
konteks Kabupaten Minahasa melalui kerangka pembangunan masyarakat yang 
secara simultan menghubungkan modal sosial lokal Mapalus, pemberdayaan, 
kelembagaan masyarakat adat, distribusi manfaat, konservasi budaya-lingkungan, 
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dan tata kelola kolaboratif. Penelitian lokal yang tersedia telah mengidentifikasi 
potensi ekowisata dan persoalan partisipasi, tetapi belum merumuskan kerangka 
konseptual yang menjelaskan bagaimana unsur-unsur tersebut dihubungkan dalam 
satu model pembangunan masyarakat. Karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan 
untuk mengukur keberhasilan suatu destinasi tertentu, melainkan merumuskan 
model konseptual yang dapat menjadi dasar penguatan kebijakan dan program 
Pemberdayaan masyarakat dan norma adat terutama di Kabupaten Minahasa. 

Maka pola integrasi tiga komponen dalam penelitian menjadi pokok penting: 
Yaitu; (1) Mapalus sebagai modal sosial dan prinsip kerja kolektif; (2) pemberdayaan 
masyarakat sebagai proses peningkatan kapasitas, kontrol, akses, dan manfaat 
ekonomi; dan (3) tata kelola kolaboratif sebagai mekanisme yang menghubungkan 
masyarakat adat, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan aktor pendukung 
lainnya. Integrasi tersebut menghasilkan model pembangunan pariwisata yang 
menempatkan masyarakat sebagai aktor pengambilan keputusan dan pemilik 
manfaat, bukan hanya tenaga kerja atau objek atraksi budaya. 

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis unsur-
unsur pembangunan pariwisata berkelanjutan yang relevan bagi Kabupaten 
Minahasa dan merumuskan model pemberdayaan serta tata kelola kolaboratif 
berbasis masyarakat adat. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) 
bagaimana dimensi keberlanjutan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dapat 
dihubungkan dengan kapasitas masyarakat Minahasa; dan (2) bagaimana model tata 
kelola dapat memastikan partisipasi bermakna, perlindungan budaya, konservasi 
lingkungan, dan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil? Hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi masukan bagi 
pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun hukum bagi pengembangan 
sistem pariwisata yang partisipatif, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Metode 

Penelitian sosiologi hukum ini menggunakan pendekatan pemberdayaan 
kelembagaan masyarakat yang bersifat kualitatif-deskriptif-eksploratif. Kerangka 
kualitatif digunakan karena penelitian diarahkan untuk memahami secara 
mendalam kondisi pembangunan pariwisata, potensi masyarakat adat, bentuk 
partisipasi masyarakat, kelembagaan lokal, nilai-nilai budaya, serta berbagai 
permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata 
berkelanjutan di Kabupaten Minahasa. 

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual 
pembangunan pariwisata di Kabupaten Minahasa, sedangkan pendekatan 
eksploratif digunakan untuk menggali informasi mengenai potensi, kebutuhan, 
permasalahan, serta peluang pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adat. 
Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang 
komprehensif mengenai hubungan hukum antara masyarakat adat, pemerintah 
daerah, pelaku usaha pariwisata, dan sumber daya wisata. 
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Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk 
mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok 
terhadap suatu permasalahan sosial. Sementara itu, Sugiyono (2022) menjelaskan 
bahwa unsur kualitatif memberikan kontribusi untuk memahami kondisi objek 
secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Penelitian ini 
dilakukan dengan menganalisis secara tematik dan interpretatif dari peraturan 
perundangan-undangan dan sinkronisasi peraturan daerah dan peraturan kepala 
daerah yang meregulasi pembangunan kepariwisataan nasional; mendeskripsikan, 
menganalisis kebijakan yang berorientasi kontribusi pemerintah daerah dalam 
pengembangan destinasi pariwisata yang berada dalam kawasan hak ulayat 
masyarakat hukum adat di daerah; dan membangun model regulasi intensif untuk 
pembangunan kepariwisataan nasional berkelanjutan dan pengembangan destinasi 
pariwisata di daerah, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan dan pemenuhan 
hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat hukum adat setempat, konservasi alam 
dan pelestarian tradisi budaya masyarakat di daerah. Keabsahan argumentasi dijaga 
melalui triangulasi sumber dokumen, yaitu membandingkan regulasi, data resmi 
pemerintah, penelitian empiris, dan literatur internasional sebelum menarik 
preskripsi kebijakan. Data primer ini deilengkapi dengan penelusuran data melalui 
wawancara dengan para pihak yang berpentingan dengan praktisi dan aparat 
pariwisata lokal Kabupaten Minahasa. Pendekatan tematis pemberdayaan 
kelembagaan masyarakat (institutional empowerment) digunakan sebagai perspektif 
substantif yang menilai apakah regulasi dan implementasi telah mendorong 
pembangunan memperluas kapasitas, kesempatan, partisipasi, dan manfaat 
masyarakat. 

Hasil Dan Pembahasan 

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan  

Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada dasarnya mencakup 3 
aspek yang satu sama lain saling berkaitan. Karenanya semua harus dijalankan 
secara integratif tak membedakan satu sama lain. Aspek tersebut adalah: 
Keberlanjutan ekologi; Keadaptasian sosial; dan Keberlanjutan budaya (Sukmana 
2023). Keberlanjutan ekologi (ecological sustainability) menjadi alasan Pembangunan 
pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan kepentingan konservasi lingkungan 
dan sistem kehidupan dan kebudayaan masyarakat setempat. Dalam hal ini, investor 
dalam pembangunan pariwisata tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan 
ekonomi dengan mengorbankan pelestarian lingkungan hidup, apalagi merusak 
alam yang berakibat pada musnahnya habitat yang ada dalam lingkungan tersebut.  

Keadaptasian sosial (social adaptability), yaitu pembangunan pariwisata harus 
diselaraskan dengan kondisi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, 
sehingga terjadi sinergi antara kepentingan bisnis pariwisata dengan kewajiban 
menjaga kepentingan untuk menyejahterakan dan melestarikan tradisi dan 
kehidupan sosial masyarakat setempat. Dalam kaitan ini, masyarakat harus 
diperankan subjek dalam pembangunan industri pariwisata, bukan sebatas sebagai 
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objek yang hanya menguntungkan pelaku usaha pariwisata, dengan mengabaikan 
keberadaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di daerah.  

Keberlanjutan budaya (cultural sustainability). Disini upaya menjaga 
kelestarian tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat harus menjadi prioritas 
dalam pembangunan pariwisata, sebagai wujud warisan leluhur dan kekayaan 
budaya (cultural capital) yang harus dilestarikan secara berkelanjutan, bukan sekadar 
sebagai objek komersialisasi untuk kepentingan ekonomi sehingga dapat merusak 
tradisi budaya bangsa (Nyoman,2022). 

Community-Based Tourism Development (CBTD)  

Prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan 
komunitas masyarakat sebagai subjek yang memainkan peran sebagai pelaku utama, 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi 
masyarakat setempat (Alie et al. 2023; Kurniawan and Maulana 2022). Konsep 
CBTD digunakan sebagai strategi dalam perencanaan kepariwisataan untuk 
memobilisasi potensi sumber daya masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam 
pembangunan kepariwisataan sebagai mitra pemerintah dan pemerintah serta pelaku 
usaha kepariwisataan setempat, sebagai wujud upaya pemberdayaan masyarakat, 
pemberdayaan kehidupan ekonomi dan sosial serta perlindungan dan pelestarian 
tradisi budaya komunitas masyarakat setempat. Untuk ini, komunitas masyarakat 
diarahkan untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan 
kepariwisataan nasional dengan memberi kesempatan untuk berkarya 
pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dan 
kebudayaan masyarakat setempat (Nurrohmah et al. 2024).  

Oleh karena itu, CBTD meliputi beberapa prinsip dasar. (1) mengakui dan 
mendukung serta mengembangkan potensi sumber daya dan kepemilikan 
komunitas; (2) melibatkan komunitas masyarakat mulai dari perencana-an, 
implementasi, sampai monitoring dan evaluasi pembangunan kepariwisataan; (3) 
mengembangkan rasa memiliki dan kebanggaan komunitas; (4) mengembangkan 
potensi dan meningkatkan kualitas kehidupan komunitas; (5) menjamin konservasi 
lingkungan hidup komunitas; (6) melestarikan identitas dan karakter serta kekhasan 
budaya lokal; (7) pembelajaran lebih melalui program pertukaran budaya komunitas; 
(8) menghargai potensi perbedaan kebudayaan dan martabat kemanusiaan; (9) 
memperoleh nyata dan kontribusi secara mendistribusikan secara adil kepada semua 
warga komunitas. Yang terakhir, (10) berperan dalam penentuan persentase 
pendapatan dan mendistribusikan dari unit-unit usaha kepariwisataan dalam 
komunitas. 

Satu prinsip penting lainnya adalah prinsip peran serta masyarakat (public 
participation). Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 19 UU Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan, yang menyatakan seperti berikut:  

“(1) Setiap orang berhak untuk berperan dalam proses pembangunan 
kepariwisataan; (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan 
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di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi 
perkerja/buruh, konsinyasi, dan/atau pengelolaan kepariwisataan.”  

Prinsip peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan 
dijabarkan menjadi tidak hanya sekadar "hak", tetapi lebih dari itu menjadi "hak 
prioritas" dalam pembangunan kepariwisataan nasional, untuk menegaskan bahwa 
pemerintah dan pemerintah daerah serta pelaku usaha pariwisata mempunyai 
kewajiban untuk secara nyata melibatkan masyarakat dan sekitar destinasi 
pariwisata selain untuk tujuan meningkat kesejahteraan, juga untuk menjaga 
kelestarian lingkungan alam dan tradisi serta kebudayaan masyarakat setempat. 

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pembangunan pariwisata 
yang mampu mengintegrasikan potensi alam, budaya, kelembagaan masyarakat, dan 
prinsip keberlanjutan di Kabupaten Minahasa. Salah satu apparat Aparat Kantor 
pariwiswata kabupaten memberikan kanan pada penempatan masyarakat adat dan 
komunitas lokal sebagai aktor penting dalam keseluruhan siklus pembangunan 
pariwisata, mulai dari identifikasi potensi, perencanaan, pengambilan keputusan, 
pengembangan produk wisata, pengelolaan destinasi, promosi, hingga evaluasi. 
Dalam hal ini Pemda Kabupaten Minahasa berperan sebagai fasilitator dan 
regulator, sementara masyarakat adat menjadi salah satu pemegang pengetahuan 
dan nilai lokal yang perlu dilibatkan dalam menentukan bentuk pemanfaatan sumber 
daya budaya dan lingkungan. 

Salah satu kekuatan sosial-budaya yang relevan untuk dikembangkan adalah 
kearifan lokal masyarakat Minahasa. Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut adalah 
Mapalus, yaitu tradisi kerja sama atau gotong royong yang telah berkembang dalam 
kehidupan masyarakat Minahasa. Nilai Mapalus memiliki relevansi dengan prinsip 
pembangunan pariwisata berbasis masyarakat karena mengandung unsur kerja 
sama, tanggung jawab bersama, solidaritas, dan partisipasi dalam mengelola sumber 
daya lokal. Penelitian mengenai pengembangan wisata edukasi berbasis Mapalus di 
Langowan Selatan menunjukkan bahwa praktik pertanian dan gotong royong 
masyarakat lokal memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata 
edukasi berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan dan pendampingan 
partisipatif (Lewan et al., 2025).  

Pendekatan berbasis nilai masyarakat Mapalus menjadi semakin penting 
karena pengembangan pariwisata dapat menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, 
budaya, dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Masyarakat lokal yang 
berada di sekitar destinasi merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan 
aktivitas wisata sehingga memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan, 
sejarah, tradisi, dan nilai budaya setempat. Oleh karena itu, masyarakat tidak 
seharusnya ditempatkan hanya sebagai penerima dampak pembangunan, tetapi 
sebagai subjek yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pariwisata, 
demikian pendsapat praktisi pariwisata lokal Minahasa. 

Dengan demikian, pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten 
Minahasa berbasis masyarakat adat dapat diarahkan pada beberapa aspek utama, 
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yaitu (1) penguatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat adat; (2) pelestarian 
budaya dan kearifan lokal; (3) perlindungan lingkungan dan sumber daya alam; (4) 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia; (5) pengembangan usaha ekonomi 
lokal dan ekonomi kreatif; (6) pemerataan manfaat ekonomi pariwisata; serta (7) 
penguatan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, 
akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan tersebut diharapkan 
dapat menghasilkan model pembangunan pariwisata yang tidak hanya berorientasi 
pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat identitas budaya dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Penutup 

Prinsip dasar pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat di Kabupateb 
Minahasa  adalah menempatkan komunitas masyarakat sebagai subjek yang 
memainkan peran sebagai pelaku utama, sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Konsep CBTD 
digunakan sebagai strategi dalam perencanaan kepariwisataan untuk memobilisasi 
potensi sumber daya masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan 
kepariwisataan sebagai mitra pemerintah dan pemerintah serta pelaku usaha 
kepariwisataan setempat, sebagai wujud upaya pemberdayaan masyarakat, 
pemberdayaan kehidupan ekonomi dan sosial serta perlindungan dan pelestarian 
tradisi budaya komunitas masyarakat setempat.  

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupaun Kabupaten Minahasa 
disarankan segera memprioritaskan pembahasan dan penerbitan Peraturan Daerah 
(Perda) sui generis yang secara khusus mengatur Pembangunan Pariwisata 
Berkelanjutan di Kabupaten Minahasa Berbasis Masyarakat Adat. Perda tersebut 
harus memuat ketentuan yang jelas mengenai pengakuan subjek hukum masyarakat 
adat Minahasa, mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC), pembagian 
manfaat yang adil, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Implementasi 
Perda perlu didukung dengan pembentukan Lembaga Pengelola Masyarakat Adat 
yang melibatkan perwakilan masyarakat adat secara proporsional, program 
sosialisasi yang masif, dan pendampingan hukum berkelanjutan. Selain itu, 
pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan kebijakan pendukung berupa 
insentif ekonomi bagi pelaku budaya tradisional dan integrasi muatan lokal 
kebudayaan Minahasa dalam kurikulum pendidikan, guna memastikan 
keberlanjutan Pembangunan Pariwisata dikabupaten Minahasa berbasis Masyarakat 
Adat.  
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